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Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Mohon izin bertanaya bapak, bagaimana latar belakang putusan Pengadilan
Agama terkait perkara wali adhal?

2. Dalam perkara wali adhal yang banyak terjadi apakah putusan
pengadilannya lebih banyak yang dikabulkan, didamaikan, atau di tolak?

3. Bagaimana implementasi penetapan wali adhal dalam putusan Pengadilan
Agama?

4. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara
wali adhal?

5. Bagaiman pandangan Pengadilan Agama terhadap kasus wali adhal?

6. Bagaimana Pengadilan Agama menyatakan seorang wali dianggap adhal?

7. Apa yang menjadi dasar dalil hakim dalam memutuskan perkara wali adhal,
seperti Undang-undang atau HKI, atau menurut pandangan hak preogratif
hakim sendiri?

8. Apakah ada peraturan spesifik yang mengatur perihak wali adhal, seperti
Undang-undang atau KHI?

9. Bagaimana tatacara peralihan wali dari wali adhal kepada wali hakim/KUA
menurut Pengadilan Agama?

10. Karena skripsi saya menggunakan perspektif maslahah mursalah apakah
sebelum hakim memutuskan perkara tersebut mempertimbangkan adanya

kemaslahatan?
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B. Pertanyaan Wawancara
1. Mohon izin bertanya bapak, bagaimana latar belakarng putusan

Pengadilan terkait wali adhal?

» Pada umumnya karena keinginan orang tua untuk menikahkan
anaknya dengan calon pilihannya yang mana calon tersebut belum
tentu sesui dengan ketentuan syariat seperti sekufu’

> Jika ia enggan menikahkan anaknya kerena ingin anaknya menikah
dengan calon pilihannya tetapi kenggannya ini dengan alasan yang
tidak dibenarkan syariat dan dihukumi adhal.

2. Dalam perkara wali adhal yang banyak terjadi apakah putusan

Pengadilannya lebih banyak dikabulkan, didamaikan, atau ditolak?

» Penetapan itu ada yang di kabulkan ada yang ditolak, asas dari
mengabulkan suatu permohonan adalah cukup beralasan dan tidak
bertentangan dengan hukum, sepanjang permohonan itu beralasan dan

tidak bertentangan dengan hukum maka dikabulkan.



» Kalau yang tidak dikabulkan contoh dalam konteks figih kan sudah
ada bahwa seorang bapak bisa menolak mengawinkan anaknya
dengan dasar tidak sekufu’.

> Tetapi lebih banyak yang didamaikan jika walinya hadir ke
Pengadilan, hakim nanti akan memanggil wali tersebut untuk dimintai
keterangan, jika walinya datang maka nanti akan dinasehati agar bisa
berdamai tanpa harus berakhir dengan sebuah putusan Pengadilan.
Jika tidak datang maka wali tersebut di anggap melawan hakim dan
bisa di hukumi adhal jika memang alasan enggan menikahkannya
tidak sesuai hukum positif dan hukum syariat.

3. Bagaimana implementasi penetapan wali adhal dalam putusan

Pengadilan Agama?

» Penetapan hukum wali adhal yang pertama harus cukup beralasan dan
yang kedua tidak bertentangan dengan hukum.

> Beralasan maksudnya nikah itu butuh wali banyak dalil yang
menjelaskan tentang sahnya nikah butuh kepada wali.

» Tidak bertentangan dengan hukum yakni alasan apa yang menjadikan
wali enggan menikahkan, jika alasannya bertentangan dengan hukum,
alasannya tidak sesuai dengan syariat islam, maka permohonanya di
kabulkan dan wali tersebut di hukumi adhal.

. Apa saja yang menjadi pertimabangan hakim untuk memutuskan perkara

wali adhal?

» Diantaranya semuaorang itu berhak untuk menikah lalu memnubhi
syarat untuk menikah seperti sudah baligh.

» Pertimbangan selanjutnya yakni dengan legal standing atau kecakapan
pemohon untuk mengajukan perkara wali adhal dengan menilai
kedewasaannya dan tujuannya.

» Mempertimbangan alasan sang wali enggan untuk menikahkan apakah
karena alasan yang dibenarkan syariat seperti tidak sekufu’ atau alasan
lainnya. Sehingga jika alasannya tidak dibenarkan secara hukum maka

walinya dihukumi wali adhal.



5. Bagaimana pandangan Pengadilan Agama terhadap kasus wali adhal?

» Perkara wali adhal sudah menjadi ketentuan agama dan hukum positif
sehingga perkara mengenai wali adhal dapat dibenarkan, tetapi
majelis hakim berupaya agar perkara wali adhal ini berakhir dengan
jalan perdamaian, tidak dengan jalur hukum atau putusan.

. Bagaimana Pengadilan Agama menyatakan seorang wali dianggap

adhal?

» Wali adhali adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena

alasan yang tidak dibenarkan syariat atau bertentangan dengan hukum.

7. Apa menjadi dasar dalil hakim dalam memutuskan perkara wali adhal,

seperti undang-undang atau KHI atau menurut pandangan hak preogratif

hakim sendiri?

» Yang pertama hakim akan merujuk pada hukum positif perundang-
undangan seperti undang-undang perkawinan dan KHI pasal 23 ayat 1
dan 2, kemudian diperkuat dengan dalil syar’i baik Al-qur’an, Hadits,
atau Kaidah-kaidah figih.

» Ada juga secara analisa sosiologi seperti pemohon sudah baligh,
suaminya sudah memiliki pekerjaan nah itu secara aspek sosialnya.

8. Apakah ada peraturan spesifik yang mengatur perihal wali adhal, seperti

undang-undang atau KHI?

> Kalau yang spesifik tidak ada, adanya ya dikitab figih tentang
adhalnya wali.

. Bagaimana tatacara peralihan wali dari wali adhal kepada wali

hakim/KUA menurut Pengadilan Agama?

» Secara hukum syariat ada dalil yang mengatakan bahwa wali hakim
dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali atau

walinya adhal, seperti kaidah « sV Ju s SW

» Tatacaranya nanti akan ditunjuk dalam putusan ketika permohonannya
dikabulkan, pada umumnya yang ditunjuk Kkata-katanya adalah

“Pengadilan menunjuk kepala KUA setempat untuk menjadi wali



nikah” karena biasanya jika kepala KUA nya ditentukan maka akan
menjadi sulit jika yang bersangkutan inin menikah di tempat lain.

10. Karena skripsi saya menggunakan perspektif maslahah mursalahh
apakah sebelum hakim memutuskan perkara  tersebut
mempertimbangkan adanya kemaslahatan?
> Ya ada, seperti ketimpangan masalah pendidikan. Nanti hakim akan

mencari jalan keluar dalam perspektif malahah mursalahnya
sepanjang tidak ada halangan syar’i dan keduanya mungkin untuk bisa
membina rumah tangga dan bisa mencapai mawadah wa rahmah maka

tujuan syar’i telah tercapai dan tercapai juga malahah mursalahnya.
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